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I. PENDAHULUAN
Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan OIKRI) sebagaimana yang
tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat dan dipertegas dalam pasal
I ayat l, selanjutnya dalam perkembangan politik hukum tertuang dalam pasal 37
ayat 5 (amandemen ke-4) bahwa khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan
Republik lndonesia tidak dapat dilakukan perubahan lebih dipertegas lagi di dalam
pasal 18, l8A, 18B
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Sebagai Negara Kcsatuan yang memiliki luas daerahyang unik dan terdirida
kepulauan-kepulauan serta memiliki maslarakat yang sangat majemuk. dcngan
demikian dibentuk pemerintah di dacrah sebagai pcrparjangan tangan pcnrcrintah
pusat. Untuk itu diberi kewenangan kepada Daerah yang disebut scbagai Otonornl
Dacrah Secara harfiah otononi diartikan sebagai l>cnerinldh ,Vnrlrri " (asal kata
dari auo: sendiri : ,llomes = pcmerintahan). Secara makna['i (begrifJ. oto]urni
mengandung paham kemandirian dan kebcbasal1 ataupun kekuasaan untuknlengatur
dan nrengurus diri scndiri.
I)alam kontcs otononi Cacrah. maka daerah memiliki kemandirian untuk
itengatur dan nlcngr.lnrs unlsan pemerintahan lerlcntu sebagai urusan rlrnrah
langgsn) a scndir i .
Mellurut l l l  j  No 32 tahun 2004 tentang Pemerintehan Dacrah dalam pcniclasan
djpertcgas tcntang prinsip olonomi dacrah yang rrcnggunakan prinsip oton,rrui
seluas-luasnJa dalam art i  dacrah diberikan keuenangan engurus dan nrsn!. i1Lrr
rumah langganlu dacrah mcnri l iki  kewcnugan mcnrbuat kebijakan daerah untuL
mcmbcri pelayanan. pelingkalan kcsciahleraan rakyal.
Scjalan dengan prinsif tcrsebut di laksanakirn pula prinsip ok)nomi yang iyai l
dan bertdrggung ja\\ab. Prinsip otonomi n!ala adalah suatu prinsip bahqa unLui.
menangani urusen pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas. \rc$enang dan
kewajiban lang scnyatanya lclah ada dan berpotcnsi untuk tumbuh, hidup dan
berkcnrbang sesuai dcngan potensi dan kekhasan dacrah. dengan demikian isi rlan
jenis otonomi bagi setiap clacrah t idak sslxlu sama dcngan daerah lainnla. A(lapun
]ang dinlaksud dcngan otonomi yang bcr'lflrggungiarvab aclalah otmoniyaDq Ll:rlarn
pcnvc lcnggaraan ya haru s ltnar-benar scjllandengan tLriuandan rDaksud pembcl iiLrl
otonolni yang pado dasarn)a unluk mcmhcrdalakan dacrah tcnnasuk mcningkirt lxu
kesl.-tahteraan r k) a1) ang merupakan bagian utama dari tuiuan nasional
Dalam I'asal J8 butir (b) UUD 1994 di.jelaskan bahrva penrcintahan dacnh
berhak l1lcnctapkan peraturan daerah dan pcraturan-pcraluran lain unluk
melaksanakan olonolni dan tugas penbantuan sebagainlana yang didaksud dcngan
prinsip otonomi dacrah tcrscbul di atas.
Dalan rangka mengatur ulusan pemerintahan sebagai urusan rumah
tangganya sendiri harus diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah (l'crda)
sebaga imana  )ang  d i a tu r  da lam t JU  No . l 2  f ahun  f 004  t cn tane
I  A \ t , t r - \  r r t . th tan  I1  ^  r )L  I  t r l ru  Rr ' . i l d . .  . t l  t ' a t  . t \ \ J .Ur tTJ th t  5 l
Pemerintahan Daerai dalam Pasal 136 ayat 2, selanjutlya Pasal 3 mengatu bahw
Perda yang ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPzu
tersebut merupakan penj abaran lebihlanjut dari Peraturan Perundang-undangan y l
lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. dan dipertega
dalam pasal 4 bahwa Peraturan Daerah (Perda) tersebut dilarang bertentangan denga
kepentingan umum, selanjutnya dalam Pasal 145 ayat (2) dipertegas bahwa Peratura
Daerah (Perda) yang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau Peratura
perUndang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintal
Berdasarkan pemaparan tersebut timbul permasalahan, siapa yang berwenang untu
membantu Kepala Daemh dalam mengawasi dan menegalkan Peraturan Daera
(Perda) ?
II. HIRARCHIPERUNDANG-UNDANGANNASIONAL
Sebagaimana yang dian.rr dalam UU Rl No.10 Tahun 2004 tentan
pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 7 ayat I menegaska
bahwa hirarchi atau susunan perundarg-undangan di negara RI adalah sebagz
berikut:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Irdonesia Tahun 1945;
b. Undang-Undang,?emturanPemerintah(PP) pengganti Undang-Undang;
c. Peraturan Pemerintah (PP):
d. Peraturan Presiden:
e. Peraturtul Daemh (Perda)
Dergan demikian telahjelas bahwa Peraturan Daerah (Perda) adalah sebagr
unsur dari Sistem Peraturan Perundang-undangan Nasional, walaupun mempunyi
kedudukan yang lebih rendah dan merupakan Produk Hukum daerah, namu
Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undanga
yang merupakan rangkaian dari peraturan pusat yang tidak dapat d ipisabkan dan tida
dapat bertentangan dengan peraturan yang ada diatasnya hingga UUD 1945.
Perda secara hukum berkekuatan hanya berlaku pada daerah yang dibuat ol€
yang bersangkutan yaitu Kepala Daerah dan DPRD setempat dan diundangkan dala
Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah diundangkan dalam Berita Daerz
sebagaimana diatur dalam Pasal 147, UU No. 32 / 2004 Perda Ptopinsi Lampur
hanya berlaku untuk wi layah Propinsi Lampung, demikianj uga Perda Kota Bandar
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Lampung, Perda Kota Meto dan seterusnya hanya berlaku untuk dan bagi wilayah
masing-masing kabupaten dan kota tersebut, etapi tidak berarti perda tersebut sama
sekali terlepas dai kepentingan yang bersifat nasional dan dapat dinikmati oleh
daerah dan wilayah lain di luarpropinsi.
flal ini dapat di analisadan dicemati misalnyamasalahKeuangan D erah.
Pasal 157 mengatur mengenai Sumber Pendapatan Daerah terdiri atas :
a. Pendapatan asli daerah yang terdiri dari:
l.hasil pajakdaerah
2.hasi1 retribusi daerah
3.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4.lainJainpendapatan sli daerah yang sah.
b. Dana pertimbangan
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
Selanjutnya Pasal 5 8 mempertegas bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lar4uL
dengan Peraturan Daerah , sehubungan dengan hal tersebut, dalam pasal ini, diatur
lebih lanjut dalam PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana perimbangan, banwa
penerimaan egata dari Dana Bagi Hasil yang bersumber dari paj ak dan sumber daya
alam. Sebagai contoh dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah ini meneatur bairwa
penerimaan egara dari PBB dengan imbangan l0 % (sepuluh p.-rr"o1 urr,ur
pemerintah dan 90 % (sembilan puluh persen) untuk daerah, selanjutnya bagian
peme ntah sebesar l0 % (sepuluh persen) tersebut dialokasikan kepada seluruh
Kabupaten dan Kota demikian juga dengan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam(DBHSDA) dan yang lain-lain.
Dengan demikian dapat dipertegas bahwa Dana Penimbangan bertujuan untuk
menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan Daerah dan anrara
Pemerintah Daerah, mengingat ujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut
saling mengisi dan melengkapi.
Berdasarkan contoh dan uraian di atas, nyatalah bahwa tidak mungkin
Peraturan Daerah dilepaskan dari sistem peraturan yang bersifat rasional, dengan kata
IainJ Peraturan Daerah hatus senantiasa ditempatkan sebagai bagian dari Sistem
HukumNasional atau secara gak sempit sebagai bagian dari Tertib HukumNasional.
Demikian pula penegakannya, penegakan Peraturan Daerah memberikan
sumbangan yang besar sekali bagi penegakan hukum secara nasional.
Ha l  semacam in i  kadang-kadang kurang d isadar i ,  padaha l  tanpa
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Peraturan Daerah, Pemerintah Daerah tidak dapat melakukan scgala sesuatu yang
dikaitkan dengan sumber pendapatan daerah dan menunjuang pembangunan daerah,
termasuk perizinan yang dituangkan dalam benluk Peraturan Daerah.
Kadang kala aparat Penegak Hukum dan masyarakat melihat dan beranggapan
bahwa Peraturan Daerah merupakan peraturan yang kurang penting, sehingga gak
kurang semangat untuk turut menegalkannya dibanding dengan peratumn yang
dibuat secara nasional, dengan kata lain baik penerapan sanksi maupun kepatuhan
masyarakat erhadap Peraturan Daerah tersebul. Eksislensi atau keberadaan
Peraturan Daerah di kalangan nasyarakat maupun aparat masih belum berjalan
sebagaimana yang diharapkan. Keadaan semacam ini harus diubah dan harus
diluruskan dan pengetahuan masyarakat dan aparat penegak hukum tentang lcrtib
hukum secara nasional. sebagaimana diatur dalam UU No. l0 Tahun 2004 scperti
yang sudah diuraikan di atas, bahwa peraturan yang lebih rendah mcrupakan aturan
pelaksana bagi aturan-aturanyang Iebih tinggi diataslya dan tidak dapat bertentangan
dan bersifat nasional dalam pcnyclenggaran pcmbangunan, dan saling bcrkaitan
dengan daerah yang lain, jangan dianggap Peraturin Daerirh h.rnya beriakri untuk
mereka yang menjadi warga dacrah yang bcrsangkutan sebagaimana tclah
dicontohkan di atas tenlang Pc mbangan Keuangan Daerah dan Pemerintah dan
daerah Kabupaten dan Kota. Di lain sisi Pcraturan Dacrah berlakujuga untuk omng
yang sedang barada tau melakukan sesuatu kegiaran di dacrah yang bersangkutan,
bahkan bagi orang asing yang sedang melakukan kegiatan dalam Pcnanaman Modal,
membuat usaha. pemilikpabrik atauusaha pa sajayang dilakukannya dan tidak bisa
tcrlepas dari Peraturan Daerah setempat dan harus dipatuhi secara operasional.
III. PENEGAKAN (HUKUM) DANPENERAI'ANPERATURANDAERAH
l{ukum sebagai perintah yang memaksa ("a coercive order) dctr\iktan
pendapat Hans Kelsen. sclanjutnya diartikan bahwa, tindakan yang dilakukan
terhadap elanggar aturan sebagai sanksi yang diorganisasikan secara sosial dapat
berupa sesuatu yang mengganggu kondisi orang tersebut scperti kehidupan,
kesehatan. kebebasan. atau kepemilikan karena diambil tanpa keinginannya. maka
sanksimemiliki
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karakter sebagai paksaan yang terukur. Hal ini tidak selalu berati bahwa pelaksanaim
sanksi menghendaki adanya kekuatan fisik.
Lebih lanjut dipertegas bahwa suatu tata aturan sosial yang menghendaki
perilaku individu tertentu dan dilakukan dengan merctapkannya sebagai paksaan
terukur disebut sebagai suatu perintah yang memaksa (,,A COERCIVE ORDER").
Hal ini betlawanan dengan semua tuan sosial ain yang lebih membedkan imbalan.
Dari pada hukuman sebagai sanksi, ataupun yang tidak memberika[ sanksi sama
sekali dan hanya berdasarkan motivasi langsung. Tata aturan yang lain, selain hal
telsebut keberlakuannya tidak berdasarkan pada paksaan tetapi pada kepatuhan
sukarela.
Lebih lanj ut dapat dicermati pendapat Mochtar Kusumaatmadj4 bahwa hukum
merupakan suatu alat untuk memelihara ketertibah (order) dalatu masvarukat.
Karena firngsi hukum pada dasamya adalah memelihara dan mempertatranian yang
telah tercapai dengan kata lain pemeliharaan, ketertiban dalam arti statis. yaitu dalam
perkembangan hukum sebagai alat pembahaman masyarakat @ h);l of sociat
cngineering).
Berdasarkan pendapat tersebut di atas dapat dipertegas bahwa kegiatan
penegakan hukun pertama-tama dihnjukkan guna meningkatkan ketertiban dan
kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam rangka usaha ini maka akan dimantapkan
penyempurnaar sistem koordinasi serta penyeEsian tugas_tugas antara instansi
penegak hukum. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas,
kekuasaan, dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum.
Menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem keria
samayangbaik.
Penegakan hukum merupakan dinamisator peraturan perundang_undangan.
Melalui putusan dalam penegakan hukum peraturan perundang-undangan menjadi
hidup dan diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.
Suatu peraturan perundang-undangan yang kurang baik akarr tetap mencapai
sasaian dan tujuannya apabila dij alankan oleh para penegak hukum yang baik.
Keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan seperti halrrya
Peraturan Daerah (Perda), tergantung pada peneraparurya. Apabila penegakan hukum
t idak  ber fungs i  dengan  ba ik ,  pe  ra tu ran  perundang_
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tmdangan yang paling sempuma sekalipun akan kurang bahkan tidak memberikan
ani yang sesuai dengan tuj uannya.
Demikian juga penegakan hukum terhadap PeEturan Daerah efektif atau
tidaknya, berhasil atau lidaknya. dan tercapai atau tidaknya tujuan pembentukan
Peraturan Daerah sangat terganfung dari penegakannya, karena itu secara umum
dapat dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan ujung tombak untuk menilai
apakah suatu peraturan itu baik atau tidak, bermanfaat tau tidak. menjamin adanya
ketentuan dan ketertiban, untuk itu harus ada pembinaan. Dalam pengertran
pembinaan tersebut, ada betupa hukuman, pcnegakan hukum meliputijuga tindakal
pcngawasan, tindakan menjaga ketertiban, ketcnteraman dan keamanan termasukjuga berbagai bentuk pemberian pelayanan hukum yang diperlukan, jadi dalam arti
yang lebih luas, penegakan hukum tersebut akan mencakup j uga berbagai t ndakan
yang bersifat pencegahan (Prerehtil), disunping itu juga yang bersifat penindakan
(Represifl, dati d.uajenis pencegahan i i, sebenamya yang lebih utama adalah secara
Preventil karena lebih baik mencegah daripada mengobati (istilah medisnya), sama
halnya dengan mcncegah orang berdagang di kaki lima (PKl) daripada membiarkan
PKL kemudian ditindak dcngan kekerasan yang sudah diatur dalam Peraturan
Daerah, hal ini termasuk penerapan hukum yang merupakan bagian dari penegakan
huktun. Pemikiran seperti ini adalah salah satu orientasi penyelenggaraan
pemerintahanyang baik (GoodGownment)_ Berdasarkan uraian di atas tampakjelas
keterkaitan antata eksistensi atau keberadaan Pcraluran Daerah dengan
penegakannya- Bahkan penegakannya itu sendi jauh lebih penting dan bemilai
strategis.
IV. KEWENA]\GAN SATPOL PAMONG PR,{JA SEBAGAI PENYIDIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)
Sccara ekspilisit dalam pasam 148 UU No.32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa
untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakan Peraturan Daerah dan
penyelanggaraan ketertiban umum dan ketenteraman nasyarakal dibentuk Satuan
Polisi Pamong Praja (SATPOL PP), sebagai Satuan Polisi Pamong Praja (SAIPOL
PP) pcmbentukan dan susunan organisasinya berpedoman pada Peraturan
Pemerintah. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 149 bahwa anggota Satuan polisi
Pamong Praja (SATPOL PP) dapat diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negerr
Sipil (PPNS) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, lebih lanjur
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bahwa penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Pemtuan
Daerah, dilakukan oleh pejabat penyidik dan p€nuntutan umun sesuai dengan
Peraturan Perundang-Undangarl Dengan Peraturan Daemh dapat juga dihnjuk
pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas
ketenfuan Pelafuran.
PPNS sesuai dengan ketentuan di atas dan juga ketentuan dalarn KUHAP
adalah pejabat penyidik dengan batas-batas kewenangan tertentu yaitu diawasi
dibawah koordinasi penyidik POLRI disamping pembatasan lain seperti larangan
untuk melakukan penahanan. Namun kemungkinan dalam hal ini, dalam
implementasinya bisa terjadi tumpang tindih dalam melaksanakan
tugas&ewenangannya walaupun secara hukum telah jelas bahwa masing-masing
kewenangan tenebut telahjelas diatur dalam peraturan, seperti halnya diatur dalam
Pasal I 48 ayat 2 tersebut diatas, bahwa Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah :
Peraturan Pemerintah (PP) No.32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi
Pamong Praja. Sesuai dengan Pasal 5 PP No.32 Tahun 2004 yang mengatur bahwa
Polisi Pamong Praja berwerutng :
a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang
mengganggu ketenteranan dan ketertiban umum
b. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum
yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala
Daerah.
c. Melakukan tindakan represifnon-yustisial terhadap warga masyarakat atau
badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Pemturar Daerah dan
Keputusan Kepala Daerah.
Selanjutnyadalamketentuan P salT PPN.32 /2004 disebutkan bahwa :
"Dalam melaksanakan tugasnya, Polisis Pamong Prajawaj ib :
a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agam4 hak asasi manusia, dan
norma-nomrasosial l innya yang hidup dan berkembang dimasyarakat.
b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat
mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.
c. Melaporkan kepada kepolisian negara atas ditemukannya atau patut diduga
adanya tindak pidana.
d. Menyerahkan kepada PPNS aras ditemukannya atau patul diduga adanya
pelanggaran terhadap Peraturan Daemh dan Keputusan Kepala Daerah.
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Berdasarkan isi Pasal5 dan Pasal 7 PPNo.32 / 2004 di atas dapat diketahui
bahwa semakin jelas bahwa apa yang menjadi tujuan / wewenang PPNS dan
apa yang menjadi tugas / wewenang Polisi Pamong Praja, sehingga tidak perlu
sampai tedadi tumpary tindih tugas / wewenang tersebut. Sebagaima[a
dijelaskan bahwa wewenang penyidikan yang dapat dilakukan oleh PPNS
hanya sebagai pelanggaran pidana atas Perda. PPNS daerah hanya dapat
menyidik Pelanggaran Pidana atau Perda tempat PPNS yang bersangkutan
bertugas. Misalnya PPNS Kota Bandar Lampung hanya berwenang menyidik
pelanggaran pidana Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung. PPNS Kota
Bandar Lampung tidak dapat menyidik Pelanggaran Pidana atas Peraturan
Daerah Propinsi Lampung.
KESIMPULAN
Eksistesi Peraturan Daerah sebagai salah satu Produk Hukum Daeran adalah
sebagai sarana pokok tmtuk melaksanakan prinsip otonomi daerah yang seluas-
luasnya dan nyata serta benanggungjawab sehingga Pemerintah Daerah
mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya
Negara Kesatuan Republik lndonesia dalam rangka mewujudkan tujuan
negalra.
Dalam rangka penegakan Peraturan Daemh dan penyelenggaman ketertiban
umum dan ketenteranan masyarakat sebagaimana yang diharapkan dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Goverment) . Kepala
Daerah dibantu Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya diangkat sebagai
Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Ketentuan Perundang-
Undangan.
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